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Atur Ulang Anggaran Pendidikan lewat Revisi UU

JAKARTA, KOMPAS — Pemenuhan
angraran pendidikan: minimal
20 persen dari APEN dan APED
vang Belum selaras dengan pe-
ningkatan muty  pendidikan
perly dievaluasi serius. Peng-
gunaannya dinilai kian melebar
Lanpa hatas jelas sehingga ber-
bagai program terkait pendi-
dikan—meski tckik dikelola ke-
menterian pendidikan—ikut di-
Ttk

Desakan untuk mendefinsi-
kan wlang angearan pendidikan
aar fukus pacs peningkalan
akses dan muty menguat se-
iring inisistif DR merevisi Un-
dang-Undang Xomar 20 Talun
200 lentany Sistem Pendidhik-
an Nastonal (UL Slsdikiash

Krifik publik juga muncil ka-
rena porst anggaran dipunakan
untuk program seperti Makan
Beraizi Gratis (MBG) dan pen
didikan kedinasan, sementara
pengaturannya belum tegas,

"Revisi UL Sisdiknas perlu

mengatur bab khusus pembi-
ayaun pendidikan agar anggar-
an digunakan efeltit dan tidak
membebani masyarakal,’ kala
Direktur Article 33 Indonesia
Santoso, dic Jakarta, Selass
(5/5:2026),

Menurut Santosn, kefentian
konstitusi - yang, - menetapkan
anggaran pendidikan minimal
20 persen dari APBN—sekali-
gus memjodi  porsi  terbe-
sar—mendorong kecenderung-
Al memasuldn berbagai prog-
ram terkait pendidikan” mes-
kipun tidak dikelola kemente-
rian pendidikan,  Akibatny,
anggarin tidok fokus pada ke-
buluhan inti. memicy stainas
tuty, don membuat akses fa-
vanan pendidikan hermuti he-
|um merata.

“Anggaran pendidikan st
i dipuakan untuk berbagai
urusan, termasuk program di
kementerian, lembaga
nanpendidikan, Program seper-

ti MBG bukan murni pendi-
dikan, melankan pendukung
gizi peserta didik Akibatnya,
anggaran vang lampak Dbesar
sebemarnya tidak cukup untuk
hehuluhan' dasar, seperti pe-
mbelajaran, gur, dan saraa
prasarana,” ujar Sanlosi,

Ketidaktepatan alokasi ini ju-
s Lorlihal pada persoalan ke-
furmgan dan  Kesgjahteraan
g, Sehretaris Jenderal Fo-
rum Guru dan Tenaga Kepen-
didikan Nasional (GTKN) Rat-
mi Purwakesi sehelumnv me-
nvarot] ketidakadilan bagi qury
hnorer yuny diangkal menjadi
pegawal pemerintah  defgan
perjanjian kerpa (PPPE) paruh
waktu di scholah negeri vang
hekurangan fenags  penjiajar,
Gaji mereka bovarisl, hanva
herkissr Kp 35000 hingé Kp
L2 juta per bukan,

"Mayoritas pendapatan inf
Dahkan tidak mencapai separuh
upah — minimum — regjonal

{UMR), padahal jam kerja me-
reka setars aparatur sipil negara
penuh wakt,” kata Ratna,

Perfu fokus

Santoso menla, belum ada-
[1vi pcnﬁutm'an khusus mem-
buat anggaran pendidikan di-
gunakan unfuk berbagai hal
vany dianggap terkuil. "Peng-
gungan anggaran harus fokus
paada petcapaian fujian, atar
lsin wajib belajar dan pening-
katan  kualitss  pendidikan”
jarmyd.

Dalam RBUU Sisdiknas, knjut
Santosa, perlu distur dukungan
pembiavaan dai pemetintah
tlaerah hagt satuan pendidikan
vang dikelola masvaakat, bidan
hianys vang dikelols pemenintah,
Priotitae anggaran seharusiya
diarahkan  pada  pemenuban
Jumlal dan kualits  surw,
[H‘ﬂ}'ﬂ[li:iiﬂl AATAN- s

(Bersambung ke him 19 kol 5-7)
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untuk  meningkatkan  daya
Eunpung, scrta dukungan opo
rasivnal sekolah,

"Analisis menunjikkan, bi-
ava nperasional, guru, dan sa-
rana-prasarang memiliki hu
hungan paling signifikan de-
hgan peningkaton partisipasi
pendidikan dan hasil belajar,”
leata Santozo,

Pembatasan

Secara terpisah, Kelua Pa-
nitia Kerja RUU Sisdilaas Ko
misi X [H'H Hetifah Sjaifudian
mietyzakul, kelemaban utama
UL Siadiknas saat ini terletak
pada definisi belanja pendi-
dikan vang terlalu elastis,

Undang-undang  memang
menetapkan alokasi minimal
20 persen darl APDBN, tetapi
belum merinci secara tegs
komponen vang termasuk dan
ticlak termasulk,

"Dhengan perumusan vang
lehih limitatif, program seper-
i MBG—yvang secara konsep-
tual berada di ranah kese-
hatan dan perlindungan so-

sigl—ticlak hisa Bagi dibiayai
dowf pos pendidikar hanva ka-
reend cilaksanakan Ji sekolah,”
wjar Hetifad,

[ samping itu,  Helifah
mencegaskan babwa alolsi 20
persen anggaran pendidikan
harus dihitung dood total be-
lanja negara, bukanpenda-
patan. Penegasan ind-penting
untuk mencegih pensfsiran
keliru wang berpotensi-me
ngurangi alokasi anggaran,

[a juga mendorong peuye
tderhanaan distribusi-anggar-
it pendidilan agar Tonva di
kelola wleh tiga pihak, yakni
kementerian vang menangani
wrusan pendidikan, kemente-
Han/ lembaga penvelenpzar
satuan pendidikan, serta ke-
menterian lembaga vang
mendapat penugisan Khusus
di bidang pendidikan.

"Kami juga akan menjadi-
kan putusan Mahkamab Kon
stitusi sehagai landasan dalam
RUL Sisdiknas vang melaransg
pragram nonpendidikan dibi-
aval dari pos 20 persen. Revisi
ini diherapkan memiliki ke-
kuatan konstitusional vang Li-

dak mudah divkah oleh kebi-
jakar pemerintah mana pun,”
kata Hetifah,

Hal lain vang perlu diper-
hatikan ialah distrbusi ang-
maran pendidikon vang efektif
ke daerah tertinggal, terdepan,
dan terluar (3T).

Hetifah  menegaskan, pe-
merintab pusat dan dacrah
juga perlu menguhsh para-
digima. keberhiasilo anggaran
pendicikan dari sebadar ke-
patuban  administratif  dig
ur dari serapan—menjadi ca-
paian  substantif vang  be-
nar-henar meningkatkan k-
alitas hidup peserta didik.

“Anggaran  pendidikan 20
persen darl APBNAPRD ada-
lah amanat konstitusi vang
sakral. Masvarakat tidak perlu
lagi mendengar laporan se-
rapan BE persen, tetapi men-
dengar Tulusan SMA kita se-
karang lebib pintar, suru ho-
norer sudah digaji layak, anak
di Fapua punya sckolab sama
bagusnva dengan di Jakarta,
hingza lulusan kuliah lag-
sung terserap kerja.” ujar He-
tifah. (ELX
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